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INTISARI

Pembangunana pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejateraan
masyarakat melalui berbagai strategi dan kebijakan yang dapat dilihat dari sisi
pelimpahan kewenangan, salah satunya dengan mengunakan pendekatan desentralisasi
yang lebih mengedepankan kemandirin dan keadilan dimana semua rencana dari relisasi
pembangunan harus bertumpu pada aspirasi masyarakat. Sebelum Undang-Undang No
6 Tahun 2014 tentang Desa diberlakukan, Bupati Malinau berinisiatif mengembangkan
program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat sejak tahun 2011 melalui
Program Gerakan Desa Membangun (Gerdema) yang menargetkan semua desa yang
berada di Kabupaten Malinau, menjadi desa mandiri.

Sehubungan dengan itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan
judul Pelaksanaan Program Gerakan Desa Membangun (Gerdema), di Desa Pulau
Sapi, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau, dengan tujuan untuk
mendiskripsikan pelaksanaan program tersebut serta kendala yang dihadapi.

Penelitian ini mengunakan metode deskriptif kualitatif. Untuk memaparkan atau
mendiskrisikan beberapa hal menyangkut masala yang di teliti berdasarkan fakta yang
ada dengan penentuan sampel menggunakan teknik puposive, artinya narasumber akan
disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan

Dari hasil penelitian dapat ketahui, program Gerdema sudah dilaksanakan
dengan baik yang dititik beratkan pada 4 bidang utama, meliputi bidang infrastuktur,
bidang sumber daya manusia, bidang ekonomi kerakyatan, serta bidang aparatur
pemerintahan, walupun diakui terdapat kendala dalam pelaksanaannya pada aspek
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi.

Kata kunci: Pelaksanaan - Program Gerdema.



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Idealnya pembangunan pada dasarnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut berbagai strategi dan kebijakan
dilaksanakan. Dalam konteks kebijakan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah,
kebijakan pembangunan dapat dilihat dari sisi pelimpahan kewenangan atau urusan
untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Ada dua pendekatan yang bisa digunakan,
yaitu pendekatan sentralisasi dan pendekatan desentralisasi. Pendekatan sentralisasi
lebih  mengutamakan efisiensi, sementara itu pendekatan desentralisasi lebih
mengedepankan kemandirian daerah dan keadilan ketimbang efisiensi. Dalam konteks
kebijakan pembangunan di Indonesia yang dilaksanakan sejak awal periode
pembangunan nampaknya menganut pendekatan yang kompromistis, artinya
pendekatan yang mencoba memadukan antara orientasi efisiensi dengan keadilan dan
kemandirian daerah. Dengan demikian, maka bobot pembagian kewenangan yang
dianut merupakan campuran sehingga melahirkan asas penyelengaraan pembangunan

yang disebut dekonsentrasi dan desentralisasi.

Dalam otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing
dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan
kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Secara formal pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah
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tentang desa sebagai dasar hukum yang mengatur segala sesuatu yang dianggap urgen
bagi desa. Desa juga secara administratif merupakan bentuk pemerintahan terkecil.
Desentralisasi ini tidak hanya terbatas pada tingkat kabupaten/ kota, tetapi juga desa
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU

Nomor 6 Tahun 2014).

Idealnya pembangunan desa memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik
karena keturunan maupun kesamaan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan
keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam
jumlah tertentu dan berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dimana
masyarakat dapat hidup dengan tenang tanpa ada rasa takut baik karena adanya tindakan
kriminal maupun tekanan dari pihak manapun sehingga masyarakat dapat beraktivitas
dan bekerja dengan baik, normal dan wajar sehingga dapat menciptakan keadaan yang
sehat, sejuk bersih dan menyenangkan karena didukung oleh suasana lingkungan sosial
yang kondusif dalam kehidupan masyarakat majemuk dengan latar belakang suku (sub
suku) dan agama dapat hidup berdampingan, saling menghormati, menghargai serta

memiliki sifat toleran terhadap warga lainnya.

Pemerintah daerah telah mengakui adanya kewenangan. yang dimiliki oleh desa
dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah
ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu, kini desa

dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang
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mencirikan bottom up, dimana semua rencana dan realisasi pembangunan harus
bertumpu pada aspirasi masyarakat, dalam kondisi ini masyarakat desalah yang menjadi
sasaran dalam setiap program pemberdayaan masyarakat, tujuannya adalah memberikan
kemandirian atau daya kepada masyarakat desa agar dapat mengurus dirinya sendiri,
pemerintah hanya bertindak sebagai fasilisator dan motivator. ini didorong oleh
pengalaman bahwa sebagian masyarakat desa masih hidup di bawah garis kemiskinan
dan ketidakberdayaan, sehingga membutuhkan pertolongan sejak dini untuk mengubah

keadaan tersebut.

Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat terpuruk dan terpaksa harus hidup
dalam standar kualitas hidup yang rendah dan serba kekurangan akibatnya kemiskinan
berlangsung secara sistematis yang sering menimbulkan beragam masalah, baik dari
segi pendidikan, pelayanan, kesehatan maupun ekonomi. Kondisi ini semakin
diperparah oleh karena pemerintah belum menemukan solusi yang harus ditempuh
untuk memerangi ancaman kemisknan tersebut di atas serta benar-benar menyentuh
subtansi masalah yang dihadapi publik. Itu nampak pada banyak program pembangunan
yang mengalami kegagalan ketika berusaha memberantas kemiskinan yang telah melilit
kehidupan sebagian penduduk pedesaan. Karena itu masyarakat yang demikian perlu
diperdayakan untuk lebih mandiri dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin

hari semakin tidak terkendali.

Bupati Malinau menyadari kondisi daerahnya sangat tertinggal sehingga
berinisiatif mengembangkan proyek yang menyentuh kehidupan langsung masyarakat.
Tatanan sosial di pedalaman yang memperhatikan keselarasan alam, manusia, dan

lembaga keagamaan coba diperbaiki serta diotimalkan kinerjanya.
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Minimnya sarana dan prasarana, infrastruktur yang terbatas, kualitas SDM masih
rendah dengan kondisi geografis yang sulit sehingga perlu adanya pendekatan

pembangunaan menuju masyarakat sejahtera melalui Gerdema.

Konsep pembangunan Gerdema telah diluncurkan oleh Bupati Yansen TP, yang
menargetkan semua desa yang berada di Malinau dengan jumlah 106 desa hingga tahun
2016 sudah menjadi desa yang mandiri. Adapun dasar perencanaan program Gerdema
mengacu pada Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanan

Pembangunaan Nasional.

Dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Malinau ke arah
pemberdayaan masyarakat dan untuk menjadikan desa-desa di Kabupaten Malinau
menjadi desa yang mandiri pada tahun 2016, dengan otonomi daerah maka sejak awal
2011 Pemerintah Kabupaten Malinau telah melakukan pembangunan secara berencana,
bertahap dan berkeseimbangan yang perwujudannya melalui “Gerakan Desa
Membangun (Gerdema). Pembangunan ini lebih diarahkan pada pembenahan yang

dititikberatkan pada empat pilar Pembangunan Kabupaten Malinau, yaitu:

1. Pembangunan Infrastruktur Daerah

2. Membangun Sumber Daya Manusia

3. Membangun Ekonomi Daerah Melalui Sektor Ekonomi Kerakyatan

4. Membangun Sektor Pemerintahan



Dengan adanya program tersebut Pemerintah Kabupaten Malinau meyakini bahwa
pembangunan yang dilakukan dapat memberikan perubahan kearah yang lebih maju dan

masyarakatnya akan lebih sejahtera dibandingkan dengan sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti bermaksud untuk mengangkat penelitian pada

salah satu desa di Kabupaten Malinau yakni Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang.

Desa Pulau Sapi merupakan barometer untuk desa-desa yang ada di Kecamatan
Mentarang serta desa ini juga merupakan desa yang jauh lebih tua dibandingkan dengan
desa-desa lainnya, ditambah masyarakat yang ada di desa sekitar. Desa Pulau Sapi
sering melakukan studi banding untuk melihat perkembangan pada beberapa desa di
Povinsi Jawa Tengah, sehingga dampak positif yang ditemukan dari studi banding

tersebut, dapat diterapkan di desanya.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah, bagaimana pelaksanaan
program Gerakan Desa Membangun (Gerdema) di Desa Pulau Sapi, Kecamatan

Mentarang, Kabupaten Malinau?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini terdiri dari dua hal

antara lain:
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